PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 7 TAHUN 2005
TENTANG
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan pembangunan
pada saat ini di Kota Tasikmalaya, maka untuk menjaga dan
memelihara agar terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum
serta penegakan Peraturan Daerah di Kota Tasikmalaya, maka perlu
mengatur ketentuan tentang pemeliharaan ketentraman dan
ketertiban umum ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, maka
pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Meng ing at1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban
Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3040);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran
Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3186);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480)

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3671);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran
Negara Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4117);

10.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3489);

11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan jalan
(Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3527);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4090);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

16.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Rencana Strategis Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun
2003 Nomor 2);

17.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Tatacara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3);

18.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2003
Nomor 4);

19.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang
Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah
Tahun 2003 Nomor 10);

20.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Kebersihan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan (Lembaran
Daerah Tahun 2003 Nomor 29);

21.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Fatwa Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor
33);

http://bphn.go.id/


http://www.bphn.go.id/data/documents/03pp008.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/01pp020.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/00pp025.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/93pp041.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu032.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu010.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/01uu010.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/99uu043.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/97uu023.pdf

Menetapkan

22.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah
Tahun 2004 Nomor 39);

23.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2004 tentang

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2004
Nomor 45);

24.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Penataan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 46);

25.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2004 tentang

Irigasi (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 48);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA
dan

WALIKOTA TASIKMALAYA,

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH KOTA  TASIKMALAYA  TENTANG
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Tasikmalaya,;

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Tasikmalaya;

. Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti

bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis, bebas
dari rasa ketakutan dan kekhawatiran;

. Ketertiban adalah suatu ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan

yang terwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun
sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma
agama, norma sosial dan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;
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9. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu tatanan yang
sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan
Peraturan Perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-
sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi
masyarakat, bangsa dan negara;

10.Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan
dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara
dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta
mengganggu ketertiban umum;

11.Tuna sosial adalah penyandang masalah sosial termasuk
didalamnya gelandangan, pengemis dan wanita tuna susila;

12.Tuna susila adalah orang yang melakukan hubungan seksual tanpa
didasari dengan ikatan perkawinan yang sah dengan mengharapkan
imbalan atau upah sebagai balas jasa serta mengganggu ketertiban
umum;

13.Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di
jalanan atau di tempat-tempat umum dan mengganggu ketertiban
umum;

14.Perlindungan Masyarakat adalah upaya melindungi kepentingan
masyarakat dari segala gangguan dan ancaman ketentraman yang
menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis;

15.Penegakan Peraturan Daerah adalah suatu upaya atau tindakan
agar Peraturan Daerah ditaati oleh masyarakat Kota Tasikmalaya
dan atau yang berhubungan dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya;

16.Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan  usaha maupun yang tidak
melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan
Comanditer dan Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi,
Koperasi, Dana Pensiun Masa, Organisasi Sosial Politik atau
Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha tetap dan untuk
usaha yang sejenis;

17.Perjudian adalah kegiatan permainan bersifat untung-untungan yang
dilakukan melalui media dan alat atau alat tertentu dalam bentuk
pertaruhan oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud
mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan
dengan itu ;

18.Minuman keras adalah semua jenis minuman yang mengandung
alkohol atau ethanol;

19.Fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan
umum berupa jalan, trotoar, taman dan tempat-tempat umum
lainnya ;

20.Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk
apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap
dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas;

21.Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pengawasan, penyuluhan
dan penindakan;

22.Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang
dilaksanakan oleh Pemerintah dalam penegakan Peraturan Daerah;

23.Penyuluhan adalah penyampaian informasi dangan maksud
mempengaruhi atau memperbaiki ;
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24.Penindakan adalah suatu proses yang meliputi pemanggilan,
pemeriksaan dan penyelesaian;

25.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus
oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;

26.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya;

27.Pencegahan adalah tindakan mencegah secara dini pelanggaran
Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya serta gangguan
ketentraman dan ketertiban ;

28.Represif non yustisial adalah tindakan terhadap anggota masyarakat
yang berupa peringatan dan atau penghentian sementara kegiatan
yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-
undangan yang lain;

29.Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis
bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif
pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas
pada aktivitas mental dan perilaku;

30.Polisi Pamong Praja adalah Aparat di lingkungan Pemerintah
Daerah yang diberi tugas khusus menyelenggarakan ketentraman
dan ketertiban di Daerah serta penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Pelaksanaannya ;

31.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS
adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum yang
menyelaraskan kepentingan masyarakat agar tidak saling
mengganggu atau saling merugikan satu sama lain sehingga
tercipta kondisi yang kondusif, aman, nyaman dan tentram.

(2) Tujuan dari Peraturan Daerah ini untuk menjaga agar tetap
terpelihara tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.

BAB Il
RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup bidang ketentraman dan

ketertiban umum yang merupakan kebutuhan warga masyarakat dalam
lingkup kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
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